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ABSTRAK 
 
Arga Kurniawan, E0012054. 2016. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI 
JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta hambatan –hambatan dalam 
pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan 
penelitian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. 
Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta 
dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan 
studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode 
analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan parkir 
tepi jalan umum di Kota Surakarta seluruhnya dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga yang ditetapkan melalui 2 (dua) cara yakni melalui prosedur lelang dan 
penunjukan serta dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pola pembayaran retribusi 
dari pengelola parkir kepada UPTD Perparkiran tidak melalui sistem perhutungan 
karcis namun diatur berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 
Peningkatan target tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan 
terhadap lahan parkir. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan masih 
ditemui berberapa hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi berasal dari 
tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi, kemudian terdapat 
hambatan dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni minimnya pegawai dengan 
kualifikasi PPNS dan tenaga Ilmu Teknologi.  
Kata kunci :  Kebijakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 
 
 
Arga Kurniawan, E0012054. 2016. SURAKARTA LOCAL GOVERNMENT 
POLICY IN ROADSIDE PARKING RETRIBUTION  MANAGEMENT  TO 
IMPROVE THE LOCAL GOVERNMENT INCOME. Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
This research is aimed to know how the implementation of Surakarta local 
government policy in roadside parking retribution management to improve the 
local government income, the implementation challenges, and the solution to 
solve challenges.  
This research is empirical law research. The data are taken based on the research 
in  Surakarta Transportation Agency  (Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Surakarta ). This research is done toward the implementation of 
Surakarta local government policy in roadside parking retribution management to 
improve the local government income. The Data’s submitted by observing the 
field and literature to get prime data and secondary data  with analysis and 
qualitative method. 
From result of this research, we can conclude that the policy in roadside parking 
retribution management, the local government cooperates with the  third party, 
which is determined by two ways, auction and appointment, the cooperation 
system is profit sharing system. The payment scheme from parking managers to 
Local Government Parking Agency is not ticket based system, but it’s written I the 
local retribution decree (SKRD). The annual  target improvement  is based on 
potential survey of parking area. Besides, in the policy implementation has many 
challenges. The common challenges is the parking officers. They don’t obey the 
retribution tariff rule, and the other challenge is the human resources in Local 
Government Parking Agency in science of Technology and PPNS member ( a civil 
servant who is in charge of investigating the rule breaker ). 
Keywords : Policy, retribution, Local Government Income 
 
